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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada level pemerintahan desa. Transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi tata kelola pemerintahan. Melalui berbagai kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah Indonesia mendorong setiap desa untuk menerapkan sistem informasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, serta mempercepat transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai Sistem Informasi Desa tetap menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital. Pasal 86 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, Pasal 86 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) tetap merupakan amanat undang-undang yang diperkuat dalam regulasi terbaru, dengan tujuan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem Informasi Desa diharapkan menjadi sarana bagi pemerintah desa dalam mengelola data secara akurat, menyediakan informasi secara cepat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan akuntabel kepada masyarakat.
Selain itu, dasar kebijakan lain yang memperkuat arah transformasi digital pemerintahan juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pasal 2 peraturan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.” Pasal 3 huruf c lebih lanjut menyebutkan bahwa SPBE dilaksanakan untuk “meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat dan daerah.” Dengan adanya peraturan ini, pemerintah di seluruh tingkatan, termasuk pemerintah desa, diharapkan mampu mengintegrasikan layanan publik ke dalam sistem digital agar tercipta sinergi, efisiensi, dan kemudahan akses bagi masyarakat.
Salah satu bentuk implementasi sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel). Prodeskel merupakan sistem informasi berbasis digital yang digunakan untuk mengelola data profil desa secara terintegrasi, meliputi data kependudukan, potensi desa, tingkat perkembangan desa, serta berbagai informasi administratif lainnya. Keberadaan Prodeskel sangat penting karena berfungsi sebagai basis data utama yang mendukung perencanaan pembangunan desa serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan sistem ini, pemerintah desa diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.
Namun demikian, meskipun kebijakan dan sistem aplikasi seperti Prodeskel telah tersedia, implementasinya di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak desa belum sepenuhnya mampu memanfaatkan aplikasi Prodeskel secara optimal dalam mendukung pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi, kurangnya pelatihan bagi aparatur desa, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan berbasis digital. Akibatnya, penggunaan Prodeskel sering kali hanya sebatas pemenuhan administrasi data, belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang pelayanan publik secara langsung.
Fenomena ini juga terlihat di Kabupaten Tabalong, di mana pemerintah daerah telah mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, efektif, dan efisien hingga ke tingkat desa. Dalam implementasinya, aplikasi Prodeskel menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung sistem informasi desa. Namun demikian, tingkat pemanfaatannya masih bervariasi antar desa, tergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta komitmen pelaksana kebijakan di masing-masing desa.
Keberhasilan implementasi aplikasi Prodeskel dalam pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor pendukung seperti kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap inovasi digital. Dalam konteks ini, teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat. Apabila aplikasi Prodeskel dianggap sulit digunakan atau tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, maka tingkat pemanfaatannya akan rendah.
Permasalahan yang muncul adalah adanya kesenjangan antara harapan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berbasis digital dengan kondisi nyata di lapangan yang menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi Prodeskel belum optimal. Pelayanan administrasi seperti pembuatan surat keterangan, pengelolaan data kependudukan, serta pelayanan informasi desa yang seharusnya dapat dilakukan secara digital, masih sering dilakukan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Prodeskel belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. 
Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Banyu Tajun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, yang telah mulai menggunakan aplikasi Prodeskel sebagai bagian dari sistem administrasi desa. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi, belum optimalnya pemanfaatan Prodeskel dalam pelayanan publik, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital yang tersedia. Selain itu, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam penggunaan Prodeskel juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya.
Penelitian terdaulu yang dilakukan oleh Syaida, Vitasari, dan Hentika (2025) yang meneliti tentang faktor penghambat penerapan Sistem Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) di tingkat kecamatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Prodeskel belum berjalan optimal karena adanya berbagai kendala, seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis, serta keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet. Selain itu, kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap pentingnya pemanfaatan data dalam Prodeskel juga menjadi faktor penghambat dalam mendukung pelayanan publik yang berbasis digital.
Penelitian tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penelitian ini, karena sama-sama mengkaji implementasi aplikasi Prodeskel dalam konteks pemerintahan desa. Namun demikian, penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada faktor penghambat penerapan Prodeskel secara umum, sedangkan penelitian ini akan lebih difokuskan pada bagaimana implementasi aplikasi Prodeskel dalam meningkatkan pelayanan publik, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi Prodeskel memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan pelayanan publik di tingkat desa, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi aplikasi Prodeskel dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III. 
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Bagaimanakah implementasi aplikasi prodeskel dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong?
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Untuk mengetahui implementasi aplikasi prodeskel dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
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1) Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan e-government di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang pemanfaatan aplikasi Prodeskel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkaya kajian mengenai sistem informasi desa.
2) Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah Desa Banyu Tajun
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah Desa Banyu Tajun dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi Prodeskel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan.
b. Bagi Aparatur Desa Banyu Tajun
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada aparatur desa mengenai pentingnya pemanfaatan aplikasi Prodeskel dalam menunjang pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja aparatur desa dalam penggunaan teknologi informasi.
c. Bagi Masyarakat Desa Banyu Tajun
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti kemudahan akses layanan, kecepatan pelayanan, serta transparansi informasi melalui pemanfaatan aplikasi Prodeskel.
d. Bagi Akademisi dan Peneliti
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi sistem informasi desa, khususnya aplikasi Prodeskel dalam meningkatkan pelayanan publik. 

